PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

: 046/530/Kominfo 3.3/ 2021
: PERJ. 110/BSSN/BS/KH.02.01/08/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
(01-09-2021), yang bertanda tangan dibawah ini:

1.

2.

Aba Maulaka

Rinaldy

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan Palapa
Nomor 11 Kota Kupang, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan
Sandi Negara, bertindak dalam jabatannya,
berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70,
Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang

diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Pasal 6
PEMBIAYAAN

Scgala biaya yang timbul scbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung
Jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja
Sama ini dan/atau dar sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
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Pasal 7
JANGEKA WARTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 [empat) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK,

Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja
Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada
pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan
pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
PARA PIHAK secpakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata terkait syarat diperdukannya putusan pengadilan
dalam pengakhiran perjanjian.
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Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kek
T ayaan Intelektual bary yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian
I|a " i i
J. Ama Int menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-
H
ak Kekayaan Intelektyal yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini
e menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat

dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik
bersama dari PIHAK lainnya.,

Pasal 9
KERAHASIAAN

PARA PIHAK scpakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi,
dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum
atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan
sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya
pelanggaran dar ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini,
dan /atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang
berlaku dan /atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari
PIHAK lainnya.

Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat
PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau
keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian
Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar
dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau

PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut
"Keadaan Kahar”.
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(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat

Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi
tanggungjawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara

periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PTHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan,
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk
mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PFTHAK KEDUA dan PIHAK KESATU
masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang
ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
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Pasal 15
KETENTUAN LAIN

Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman

T Modal Dan Pelayanan
erpadu Satu Pinty Provinsi Nusa Tenggara Timur ¢

lengan Balai Sertifikasi
Elektronik

Badan Siber

dan Sandi Nomor
PERJ.354 /RSSN/BS/KI 1.02.01/2018

lentang  Pemanfaatan  Sertifikat
Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaky

Pencabutan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana disebutkan dalam ayat (1)

tidak akan menyebabkan terganggu atau terhentinya layanan Balai Sertifikasi
Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara kepada Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah,
sedang dan /atau akan berlangsung.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA

PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan
dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
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